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Abstract: The particular goal of this research is know explicitly the empirical description on
ganization to Performance of Local

“The Influence of Government Culture and Government Or.

Government in service to society “location of this research was done in Province of DKI Ja'karta,
with basic consideration as a region which is full of problems especially on government issues
to be researched. Main problem of the research was how is the influence of government culture
and government organization of local government in service implementation to society done by
The Service Sectors of DKI Jakarta Province in giving service to community as a policy option of
local government responsibility to overcome various social problems especially unemployment,
poverty, defile settlement, disorder, traffic jam, and population density which are raising more
in province of DKI Jakarta. This research used theories of government culture, government
organization, local government performance and community Service. Based on those theories, it
was designed by using quantitative method with survey research based on research’s object. The
result of the research was tested by using Path Analysis Formula developed by Swall Wright
with data analysis strategy using Linear Structure Relations ( LISREL). The result showed that
empirically, government culture and government organization were partially or collectively
in influenced the performance of local government, is the performance of Dinas in service
implementation to society because government culture is still oriented to power culture, not
service culture oriented. Moreover, it’s influenced by very hierarchical government organization
design with procedural job pattern had caused slow responsive and responsibility of government
in overcoming the problems appear in community. Slow responsibility of local government
performance to various issues appears in society caused the degree of trust and participation of
society are getting lower to local government.

Key Words : Government Culture, Government Organization, Public Services
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HULUAN il
PEN[L)Jgaya pemerintahﬂﬂ Indonesia hingga

reformasi pemerintahan dewasa ini
erzium dapat mendongkrak bagi peningkatan
Ezsejahtema“ masy.arakat secara §igniﬁkan.
Kondisi ini dapat dltpengeru mengingat para
penyelellggﬂl‘a pemenptahan selalu dihadapkan
pada proses pembelajaran menyelenggarakan.
pemerintahan. Akibatnya, keseluruhan energi
emerintahan lebih difokusk.an pada penataan
internal administrasi pemerintahan, daripada
pelaksanaan pelayanan kepada mgsyarakat
yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Kini pemerintah tengah melakukan
kebijakan otonomi daerah yaitu strategi
mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
pisamping  itu  kebijakan  desentralisasi
dan otonomi daerah lebih diarahkan untuk

memampukan pemerintah  daerah dalam
kerangka pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat  lokal  untuk  mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan

desentralisasi ini didasarkan pada argumentasi
bahwa pemerintah daerah yang dekat dengan
masyarakat lebih memahami secara tepat
kebutuhan masyarakat untuk dipenuhi.

Kendatipun setumpuk harapan
terciptanya pelayanan masyarakat dalam
pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintah
daerah, tampaknya harapan itu masih jauh
dari kenyataan. Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian Ratminto & Winarsih (2005:195)
bahwa “otonomi daerah belum berhasil
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
diseleng-garakan oleh pemerintah™.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan
otonomi daerah, kini pemerintah daerah
khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
tengah melaksanakan kebijakan desentralisasi
yang  berorientasi pada  peningkatan
kesejahteraan rakyat. Namun hingga Kkini
hasil kerja dari pemerintah daerah untuk
meningkatkan  kesejahteraan ~ masyarakat
khususnya masyarakat di Provinsi DKI Jakarta
belum terwujud. Bahkan pada tataran empirik
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maSI_h ditemukan kehidupan Mmasyarakat

Mman oleh karepa selalu

pengangguran
angka kemiskinan sem
angka kriminalitas yan

Keseluruhan Permasalahan dj ataq muncul

lebih disebabkan ke
; penduduka :
wilayah Provinsi DK] Vil n penduduk dj

Menghadapi sejumla
2i8 esentralisasi, Pemerintah
iematis yaitu : pertama, kebijakan
desentrallsfis: dan otonomi daerah selalu
mengalami  perubahan dan memerlukan
penyesuaian  yang  dalam kenyataan
menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kurang produktif: kedua, daerah
dihadapkan dengan permasalahan pertambahan
penduduk dari tahun ke tahun yang selalu
meningkat dalam jumlah besar oleh karena
daya tarik Jakarta sebagai pusat ibukota
pemerintahan dan pusat perekonomian yang
sangat menjanjikan, dimana penduduk yang
datang hanya bermodalkan kenekatan untuk
mencari kerja dengan tingkat pengetahuan
dan keterampilan di bawah standar, yang
dalam kenyataan hanya menjadi masalah
kependudukan tersendiri bagi pemerintah
daerah setempat.

Data kependudukan menunjukkan bahwa
hingga tahun 2007 jumlah penduduk DKI
Jakarta berjumlah 8.961.680 jiwa yang terdiri
dari 4.483.001 jiwa laki-laki dan 4.478.679
jiwa perempuan, yang tersebar di Kotamadya
Jakarta Timur berjumlah 2.335.729 (28%),
Kotamadya Jakarta Barat berjumlah 1.909.134
(22,6%), Kotamadya Jakarta Selatan berjumlah
1.789.904 (21,3%), Kotamadya Jakarta Utara
berjumlah 1.444.000 jiwa (17.2%). Kotamadya
Jakarta Pusat berjumlah 901.048 (10,6%). dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Ser-iblf
sebanyak 17.000 jiwa (0,2%). (BPS. Provinsi

sen:nakin meningkat,
akin bertambah, dan

h persoalan kepen-
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DKI Jakarta Tahun 2007). Dari data di atas,
tampak bahwa jumlah penduduk terbesar
di Jakarta Timur dan Jakarta Barat yang
disebabkan adanya kebijakan pembangunan
DKI Jakarta pada tahun 2006 yang berporos
pengembangan Kearah timur dan barat.

Implikasi dari peningkatan
penduduk yang terjadi secara alamiah setiap
tahun, Jakarta dengan luas wilayah hanya
664,12 km*> menjadi daerah dengan jumlah
penduduk yang sangat padat. Mengingat
sebagian besar penduduk yang masuk ke
wilayah Jakarta memiliki pengetahauan dan
keterampilan teknis yang terbatas, dan hanya
dapat menjadi tenaga kerja kasar dengan
jumlah gaji yang terbatas, telah menimbulkan
masalah pengangguran yang mengakibatkan
peningkatan angka kemiskinan. Gambaran
empirik jumlah penduduk miskin di wilayah
Provinsi DKI Jakarta pada “tahun 2006
mencapai 212.049 jiwa yang tersebar di enam
wilayah pemerintahan yakni Jakarta Selatan
sebanyak 15.944, Jakarta Utara sebanyak
84.378 orang, Jakarta Timur sebanyak 38.139.
Jakarta Barat sebanyak 40.496 orang, Jakarta
Pusat 31.682, dan Kepulauan Seribu sebanyak
1.410 orang”, (BPS Provinsi DKI Jakarta,
2007:42).

Upaya untuk mengatasi masalah
kependudukan di wilayah Jakarta dari aspek
pemerintahan, hanya dapat efektif dilakukan
dengan peningkatan kinerja pemerintah
‘daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil. Pelayanan yang terprogram,
efisien dan efektif serta responsif dengan
tingkat kecepatan yang tinggi dari pemerintah
daerah yakni Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, dapat merekam setiap gerak percepatan
perkembangan penduduk di Jakarta. Hal ini
hanya dapat dicapai dengan cara meningkatkan
kinerja pemerintah daerah yakni Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
yang optimal.

jumlah

Dalam hal faktor internal organisag
pemerintahan, kinerja pemerintah daerap
dalam hal pelayanan masyarakat hingga kip;
masih menjadi masalah, oleh pemerintah secara
institusi secara internal masih dihadapkan
dengan sejumlah cara Kkerja organisasi
pemerintahan yang dalam kenyataan bersifat
birokratis yang memungkinkan kelembatan
kinerja pemerintah daerah dalam merespons
berbagai persoalan pemerintahan diantaranya
masalah kependudukan. Kondisi ini sejalan
dengan pendapat Wicaksono (2006:20) bahwa
“Birolfrasi pemerintahan Indonesia merupakan
organisasi yang gemuk, lamban dan red
tape (prosedur yang berbelit-belit sehingga
memakan banyak waktu dan biaya). Mereka
tidak mampu merespon secara akurat kebutuhan
masyarakat baik dari segi ketepatan maupun
kecepatan sehingga tidak saja keraguan yang
muncul dalam benak masyarakat melainkan
lebih dari itu, ketidakpercayaan™.

Kinerja pemerintah daerah dalam hal
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
hingga kini belum mampu meningkatkan
tatanan kehidupan masyarakat daerah yang
lebih sejahtera. Menyikapi kondisi demikian,
kini pemerintah daerah lebih mengutamakan
pada upaya peningkatkan kinerja untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih
berkualitas. Kondisi ini dapatdimengerti karena
pola penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama ini masih mengutamakan kepentingan
pemerintah daripada kepentingan masyarakat.
Akibatnya, orientasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah bagi pelayanan kepada
masyarakat masih terabaikan dan belum
dilakukan secara maksimal.

Di samping itu, organisasi pemerintahan
masih dihadapkan dengan perilaku kerja yang
serba rutin serta upaya untuk menghabiskan
anggaran yang banyak dalam kurun wakiu
pelaksanaan anggaran yang terbatas melalui
strategi manajemen proyek. Dalam kondisi
yang demikian, perhatian aparat birokrasi




\

|
r
:

rintahan terkesan mengabaikan pelayanan
emed masyarakat yang seharusnya perlu
k‘?Pi‘wian. Suasana hubungan yang harmonis
e emerintah dengan masyarakat sebagai
al.lt.aﬁ;pi budaya pemerintahan yang baik
il masih menjadi pesoalan

lam kenyataan
?:enginoat pemerintah dalam melaksanakan
(=)

Jrusan pemerintahan.masi}.l menampilkan pola
perilaku yang _berorlentasn pada pclalfsa1?:1L111‘
kekuasaar. Sejalan de:ngan potret .b1r0kra51
emerintahanyang demikian, Ndr:aha (2003 :4_9-
50) mengatakan ba_hwa ”Di gndoncsm,
pelayanan-birokrasi inilah yang pa_lmg lemah
dan terkesan sarang KKN dan lebih daripada
u berperan sebagal pasar politik. Birokrasi
memasang “jebakan” melalui peraturan, lalu
menetapkan “tarif” yang tinggi, sementara
warga tidak mempunyai bargaining position
yang tinggi terhadap birokrasi’.

Dalam kenyataan tampak bahwa, Kinerja
pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus
[bukota Jakarta dalam pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat belum maksimal, oleh
karena format organisasi pemerintahan di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dalam kenyataan masih dihadapkan dengan
sejumlah permasalahan, diantaranya desain
organisasi yang selalu berubah sebagai amanat
dari pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi,
pola kerja struktural dan prosedural masih
mewarnai cara kerja organisasi, disiplin
kerja pegawai yang rendah, adanya tumpang
tindih rumusan tugas pokok dengan fungsi
organisasi, dan terbatasnya sarana dan
prasarana kantor untuk melakukan pelayanan
kepada masyarakat. Kondisi ini telah secara
langsung mengakibatkan rendahnya kinerja
pemerintah daerah dalam hal pelayanan kepada
masyarakat.

Selain itu, kinerja pemerintah daerah yang
belum maksimal sebagai gambaran hubungan
interaksi Pemerintah (P) dengan Yang-
Diperintah (YD) belum harmonis. Gambaran
ini sebagai ciri dari budaya pemerintahan yang
lemah, tampak dalam pola penyelenggaraan

Hyronimis Rowa

pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta antara
lain : pertama, semangat kerja pegawe;i masih
belum membuahkan hasil kerja yang produktif
untuk‘ mewujudkan pemerintahan yang baik dan
efektif: kedua, kepercayaanmasyarakatterhada

cara kerja pemerintah dalam merumuskag
kebijakan pemerintah masih diwarnaj dengan
pra§a11gka buruk yang berakibat terhadap
aksi p.enolakan terhadap beberapa kebijakan
pemerintah; ketiga, masih terdapat pegawai
yang menunjukkan sikap tidak disiplin masuk
k‘antor dan terdapat anggota masyarakat yang
tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan
kewajibannya untuk membayar pajak secara
rutin; dan keempat, masih banyak anggota
masyarakat yang belum diikutsertakan dalam
setiap proses pemerintahan, misalnya kegiatan

perencanaan dan kegiatan pembangunan
daerah.
Dengan demikian dipandang perlu

melakukan penelitian guna memotret secara

langsung tentang kinerja pemerintah daerah

khususnya di Provinsi DKI Jakarta dalam
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat,

sebagai pelaksanaan fungsi pemerintah (P)

dalam hubungan dengan yang-diperintah (YD)

dalam suasana budaya pemerintahan yang
melayani, model organisasi pemerintahan yang
membuka ruang bagi pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat. Atas dasar itu, rumusan
judul penelitian adalah “Pengaruh Budaya

Pemerintahan dan Organisasi Pemerintah

Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Di Provinsi DKI Jakarta)”.

Dengan demikian, masalah yang diangkat
dalam penelitian ini dirumuskan dalam
pertanyaan penelitian (research questions) :

1. Seberapa besar pengaruh  budaya
pemerintahan terhadap kinerja Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat ?

2. Seberapa besar pengaruh organisasi
pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat ?
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METODE PENELITIAN
Desain yang digunakan dalam penelitian
ini adalah desain kuantitatif dengan metode
penelitian survey yang dilakukan pada objek
penelitian. Dengan demikian, penelitian yang
bersifat kuantitatif bertujuan menyelidiki
fenomena sosial dengan menggunakan
seperangkat teori yang telah dirumuskan
sebelum melakukan penelitian lapangan.
Variabel penelitian ini terdiri dari tiga
variabel dengan spesifikasi posisi variabel
sebagai berikut :
I. Variabel bebas pertama (X)) yaitu Budaya
Pemerintahan.
2. Variabel bebas kedua (X)) yaitu Organisasi
Pemerintah.
3. Variabel terikat (Y) yaitu Kinerja
Pemerintah Daerah.

Sebelum melakukan operasionalisasi variabel
penelitian, terlebih dahulu perumusan definisi
konsep dari seluruh variabel penelitian:

Gambar
Paradigma Variabel Penelitian

BUDAYA

PEMERINTAH

ORGANISASI
PEMERINTAH

Budaya pemerintahan adalah kese]
nilai, persepsi, sikap, tanggung jawa
kepercayaan, dan partisipasj yan’ |
dihasilkan dari interaksi Pemerintah (P)
dan Yang Diperintah (YD) dalam suaty
sistem pemerintahan yang sedang berlaky
vang diselenggarakan dengan carg-c
simbol-simbol, berulang-ulang dan dapat
diamati atau dirasakan oleh orang lain atg
lingkungan.

Organisasi pemerintah adalah khas dap
bersifat permanen dengan Kketerbatasan
pegawai, anggaran, dan  geografis
sebagai wadah bekerjanya pegawai yang
melaksanakan kekuasaan pemerintahan
tertentu untuk mempengaruhi melalyj
pelaksanaan tugas tertentu dengan melaluj -
suatu proses, struktur, fungsi, perilaku, dan i
didesain secara khusus berpedoman pada
peraturan berlaku. |
Kinerja Pemerintah Daerah adalah tingkat
pencapaian hasil kerja berdasarkan pada

Uruhap

KINERJA

DAERAH




rencanakerja org?niszsi dal_am kurun w E.lkm

tertentu yang diukur dari pr_oSigktlx'ltas\

efisiensl. efektivitas, responsibilitas, dan

ol layanan.

ksfaalrll:jell)e Budaya Pemerintahan (X))
diopemsionalisasikan kedalam enam di.mensi
akni dimensi nilai dengan lima !nd!kator,
zumenSi persepsi dengan 'em.pat |nd_1kat0r.
dimensi sikap dengan empat mdlkator.. dl.mensi
{anggung jawab dengan empat !ndl.kator.
di;ensi kepercayaan dengan en.lpal 'md-lkator.
dan dimensi partisipasi dengan lima indikator.

vVariabel Organisasi Pemerintah (X))
dioperasionalisasikan kedalam lima dimensi
yakni dimensi proses dengan empat indikator,
dimensi struktur dengan empat indikator,
dimensi fungsi dengan empat indikator, dimensi
perilaku dengan empat indikator, dan dimensi
desain dengan enam indikator.

Variabel Kinerja Pemerintah
pacrah (Y) dalam pelayanan masyarakat
dioperasionalisasikan kedalam lima dimensi
yakni dimensi produktivitas dengan empat
indikator, dimensi efisiensi dengan empat
indikator, dimensi efektivitas dengan empat
indikator, dimensi responsibilitas dengan empat
indikator, dan dimensi kualitas pelayanan
dengan empat indikator.

Populasi penelitian ini adalah seluruh
warga masyarakat Provinsi Daerah Khusus
[bukota Jakarta yang berjumlah 8.961.644 jiwa.
Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian
dilakukan penarikan sampel penelitian dengan
menggunakan formula penarikan sampel dari
Harun (1994:109) sebagai berikut :

(ZiE Zig )

(Up)*

1'+p
Up= %in :1=1dan 2
Li-p

£
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Yang dibulatk
Dalam melakukan dj atkan

IStribusi
Wnentuan ukuran

sampel pada setiap kluster digunakan secara

. _ .

gilrgﬁ i She S pling, maka ukuran sampel harys

an 2 kali” (Harun, 1994:121): coh:
ukuran sampel yang be lak ): Sehmgga
ditetapkan menjadi 'g80)2 % _“ dalam penelitian
distribusi sampel : £~ 160. Berdasarkan

R ;Paemre?p('mden menu_n_n klaster

PR l;) yang mewakili aparatur

sebesar 80 or:ana, den(:,rangk o n_la.syamkm

sampel berdasmEan bel:an it uku@

dan masyarakat pad i Jum'lah e

pada masing-masing kluster.
Berdasarkan besarn sample di atas,
penentuan responden untuk mengisi kuesioner
pada yang mewakili_ aparatur dan masyarakat
pada setiap kluster digunakan teknik porpusive
sampling yakni sampel bertujuan, atas

dasar pertimbangan : (1) berpengalaman di

bidang pemerintahan; (2) menggeluti bidang

yang menjadi objek penelitian; (3) sebagai
pelaku utama dalam bidang pemerintahan;
dan (4) pihak perwakilan masyarakat yang
mendapatkan pelayanan langsung dari dinas
pada saat peneliitian.

Teknik  Pengumpulan Data dalam
penelitian ini terdiri dari :

1. Teknik kepustakaan adalah pengumpulan
data yang dilakukan dengan melakukan
studi kepustakaan terhadap keseluruhan
laporan hasil penelitian terdahulu yang
relevan dengan materi penelitian ini. serta
melakukan telaahan literatur yang menjadi
landasan teori sebagaimana yang dibangun
dalam penelitian ini.

2. Teknik kuesioner adalah sebuah cara
pengumpulan data dengan menyebarkan
kuesioner penelitian yang telah disusun
beserta klasifikasi jawaban yang harus
dipilih berdasarkan kepercayaan pada
konsep dan teori yang relevan dandibagikan
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kepada responden sampel penelitian untuk
diisi sesuai dengan kenyataan yang dialami
oleh responden.

3. Teknik observasi adalah cara pengumpulan
data dengan melakukan pengamatan pada
obyek penelitian, untuk mengetahui dan
menguji secara dekat kebenaran data
tentang obyek penelitian sebagaimana
yang dikemukakan oleh responden dalam
Jawaban kuesioner. Observasi dapat
dimaknai sebagai pengujian silang antara
kebenaran beberapa data pada kuesioner.

Kuesioner dibuat mengacu pada tipe
Likert (Likert type items) sesuai dengan
kondisi faktual yang dialami responden.
Penggunaan skala Likert menurut Sugiyono
(2002:67) bahwa “peneliti ingin mengukur
sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang
gejala sosial”. Dengan demikian, pendapat
mengenal persepsi seseorang yang dimaksud
adalah pendapat para pegawai dan masyarakat
di lokasi penelitian. Untuk itu bentuk kuesioner
terdiri dari lima skala yakni sebagai alternatif
jawaban responden yang telah diberi skor
(1,2,3,4,5) untuk mempermudah penmgolahan
data secara kuantitatif.

Mengingat skor jawaban responden masih
berbentuk ordinal, maka untuk keperluan
pengujian data secara kuantitatif, perlu
dikonversi dan dinaikan menjadi data interval
melalui  “Method of Successive Intervals
(MSI)”, yang ditemukan Harun (1994:131-
134) melalui langkah kerja :

1. Perhatikan setiap pernyataan dalam
kuesioner dan tentukan berapa banyak
responden yang mendapat skor 1,2,3.4.5,
yang disebeut frekwensi (f).

2. Setiap frekwensi dibagi sesuai dengan

banyaknya responden, dan hasilnya disebut

proporsi (p).

Hitung proporsi kumulatif (pk).

4. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi
kumulatif yang diperoleh, dengan
menggunakan tabel normal.

(O8]
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5. Tentukan nilai interval (scale vajye
setiap nilai Z.

6. Hitung score (nilai hasil transfor
untuk setiap kategori.

) untyk

Masj)

Pengujian data kuantitatif diarahkap,
untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan alat bantu statistik ujj yang
relevan. Mengingat variabel penelitian jp;
adalah multivariat, dilakukan analisis jafy,
variabel. Menurut Harun (1994:122-128)
pengujian hipotesis path analysis dilakukap
melalui tujuh langkah kerja pengujian data
berikut ini :

. Gambar diagram jalur varibel penelitian
sesuai dengan hipotesis.

2. Hitung matriks korelasi antar variabel

penelitian.

Identifikasi sub struktural dan persamaan

yang akan dihitung koefisien jalurnya.

4. Persamaan  sub  struktur  variabel
berdasarkan diagram jalur.

5. Hitung matriks invers koefisien korelasi
Rzl

6. Hlitung semua Koefisien jalur P, . 1=1.2,

) &

7. Hitung R* (XX, ..., X)) yaitu koefisien
yang menyatakan determinasi total X, X,
..., X, terhadap Y (koefifisien determinasi
multiple).

8. Hitung rumus epselon yaitu Px &.
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Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas
kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cakupan
Suku Dinas di lima kotamadya dan satu Seksi
di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Analisis hipotesis ditujukan untuk
memberikan interpretasi terhadap hasil
pengujian hipotesis yang menjadi temuan hasil
penelitian, Sebagaimana telah dirumuskan
pada bab tiga bahwasannya pola pengujian




hipotesis dilakukan secara kuantitatif dengan
hip

unakan analisis jalur (Path Analysis)
menggdikembangkan oleh Sewall Wright

e “Harun Alrasyid, 1994:24) dalam
(}?ap pengujian diperoleh hasil sebagaimana
E]aipaparka“ pada gambar di samping,.

Pengaruh Variabel Budaya ?’emerintahan
9 Terhadap Variabel Kinerja Pemerintah
Dalerah (Y) ‘ .
Gambar 3 memaparkan hasil pengujian
hipotesis pengaruh  variabel  budaya
pemerintahan terhadap variabel Kinerja
pemerintah daerah. Tampak bahwa nilai

fl)lronimus RU'Wa

koefisien korelasi sebesar r =

koefisien pengaruh langsung sebesar p=0.2
pengaruh tidak langsung sebesar =0 F;IS),HQS,
totzfl pengaruh sebesar p=0.417 y:n zli : C:ﬂn
dari penambahan pengaruh langgsunpedeh
pcngal}lh tidak langsung, Setelah melfk kan
pengujian  signifikansj terhadap kedua u'Ian‘
koeﬁs.lerf dengan nilaj { uji sebesar "n316a3l
dan nilai t tabel sebesar 1,975 tampak b-;,hw
terdapat derajat siginifikans; pengaruh. Artin Z
terdapat pengaruh yang signifikan variabyel
budaya pemerintahan sebagai variabel bebas
pertama terhadap variabel kinerja pemerintah
daerah sebagai variabel terikat.

0,698 dan nilaj

Gambar Diagram Jalur Koefisien Regresi (Standardized)
Variabel Penelitian

PyX;=0.298

rX,;X> = 0.808 R%y.x1x2 =0.572 X
4
PyX2 =0.495
Pye=0.428
X2 ryX,= 0,736
Chi-Square=0.00, df=0, p-value=1.00000, RMSEA=0.00 i
Keterangan :
X1 = Varnabel bebas pertama Budaya Pemerintahan.
X, = Varnabel bebas kedua Organisasi Pemerintah Daerah.
Y = Variabel terikat Kinerja Pemerintah Daerah.
€ = Variabel epselon Variabel lainnya.
Sumber : Hasil Perhitungan Koefisien Jalur Variabel Penelitian dengan menggunakan

Software Lisrel 8.50.
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Makna pengaruh langsung adalah nilai
koefisien pengaruh dari pengaruh variabel bebas
pertama yakni budaya pemerintahan terhadap
variabel terikat yakni Kinerja pemerintah
daerah. Makna pengaruh tidak langsung adalah
nilai koefisien pengaruh variabel bebas pertama
yakni budaya pemerintahan terhadap variabel
terikat Kinerja pemerintah daerah, dengan
melalui variabel bebas kedua yakni organisasi
pemerintah. Dari nilai koefisien pengaruh
langsung dan pengaruh tidak langsung variabel
budaya pemerintahan terhadap variabek kinerja
pemerintah daerah sebagaimana dipaparkan di
atas, tampak bahwa nilai koefisien pengaruh
langsung lebih besar dari nilai koefisien
pengaruh tidak langsung (0,298>0,1192).
Artinya, pengaruh langsung variabel bebas
pertama yakni budaya pemerintahan terhadap
variabel terikat kinerja pemerintah daerah
tampak lebih signifikan daripada pengaruh
tidak langsung dengan melalui variabel bebas
kedua yakni organisasi pemerintah, yang dalam
kenyataan mengalami penurunan nilai koefisien
pengaruh. Mencermati nilai koefisien pengaruh
langsung dan pengaruh tidak langsung variabel
bebas pertama yakni budaya pemerintahan
terhadap variabel terikat kinerja pemerintah
daerah, tampak bahwa budaya pemerintahan
secara mandiri dan efektif dapat meningkatkan
kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat khususnya di
bidang kependudukan dan catatan sipil.

De_ngan demikian, berdasarkan hasil
pengujian hipotesis dari kedua variabel tampak
bahwa bagunan hipotesis yang dirumuskan
pada bab dua secara empirik teruji, bahwa
budaya pemerintahan yang dibentuk dari
dimensi nilai, persepsi, sikap, tanggung jawab,
kepercayaan dan partisipasi secara signifikansi
mempengaruhi pembentukan kinerja
pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat khususnya di
bidang pelayanan kependudukan dan catatan
sipil. Hal ini bermakna bahwa peningkatan atau
penurunan kinerja pemerintah daerah dalam
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pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakag

di bidang kependudukan dan catatay sipil

ditentutan oleh sosok budaya Pemerintahap,

yang dibangun dari hasil interaks; antary
pemerintah dengan masyarakat.

Keeratan hubungan pengaruh buday,
pemerintahan terhadap Kkinerja pemerintah
daerah bermakna bahwa untuk meningkatka
kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pelayanan di bidang kependudukan dapat
dilakukan dengan cara meningkatkan budaya
pemerintahan. Budaya pemerintahan yang
perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan
adalah mencakup segi-segi :

I. nilaiyangdianutoleh pegawai bahwasannya
tugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat adalah pilihan tugas yang perlu
diutamakan;

2. persepsi para pegawai selaku petugas
pemberi layanan bahwa tugas pelayanan
kepada masyarakatadalah tugas pemerintah
yang utama;

3. sikap pegawai selaku pemberi layanan yang
selalu memperhatikan dan mendahulukan

masyarakat dalam pelaksanaan pela-
yanannya;

4. tanggung jawab pegawai dalam hal
pelaksanaan tugas pelayanan kepada
masyarakat;

5. kepercayaan masyarakat kepada pegawai
yang memberikan pelayanan bahwasannya
materi pelayanan akan memenuhi harapan
masyarakat: dan

6. adanya partisipasi masyarakat terhadap
kegiatan pelayanan yang diselenggarakan
oleh pemerintah.

Di samping itu, terdapat nilai determinasi
sebesar 69,80% derajat keeratan pengaruh
budaya pemerintahan terhadap kinerja
pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan
pelayanan  kepada masyarakat. Artinya,
pengaruh  budaya pemerintahan dalam
membentuk Kinerja pemerintah daerah di
bidang pelayanan kependudukan dan catatan



adalah 69.80%, sebual.l prosentase

. yang cukup bermakna dimana kinerja
angk? ) h daerah dalam pelayanan kepada

arakat di bidang kependudukan sebagian
e ditentukan oleh budaya pemerintahan
s dang berlaku. Hasil penelitian ini telah
i3 S:rkua; dan sekaligus memperkaya teori
mem[;nai hubungan budaya pemerintahan
mengkinerja pemerintah daerah yaitu bahwa
= h budaya pemerintahan merupakan

aru ] mer '
lﬁzzigl’ dari kondisi dan interaksi dimensi-
dimensi budaya pemerintahan yang mencakup:

nilai dalam pelayanal?, persepsi .pegawai
terhadap pelayanan, 051kap pegawai dalam
pelayanan. tanggung jawab dalam pcla}','a‘nan:
kepercayaan dalam pelayapan. dan partisipasi
dalam pelayanan. Hasil penelitian ini
memperkuat konsep budaya pemerintahan
yang dikemukakan oleh Ndraha (2003:346)
pahwa “Budaya Pemerintahan menunjukkan
bagaimana yang-diperintah  menilai dan
bertindak terhadap sistem pemerintahan yang
sedang berlaku dan menyatakannya dengan
menggunakan cara-cara atau simbol-simbol,
berulang-ulang, schingga nilai  tersebut
dapat diamati atau dirasakan juga oleh orang
lain atau lingkungan”. Dengan demikian
pendapat Ndraha di atas, secara konseptual
budaya pemerintahan yang dihasilkan dari
interaksi pemerintah (P) dengan yang-
diperintah (YD). Namun demikian konsepsi
budaya pemerintahan menurut  konsep
Ndraha lebih memposisikan pemerintah (P)
sebagai pelaksana kekuasaan dari negara dan
masyarakat sebagai pihak yang-diperintah
(YD) yang memiliki posisi yang lemah di
hadapan pemerintah. Untuk mengefektifikan
penerapan budaya pemerintahan, diperlukan
pemberdayaan masyarakat agar memiliki
kapasitas yang cukup dalam berhubungan dan
berinteraksi dengan pemerintah khususnya
dalam pelaksanaan berbagai bentuk pelayanan
yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi
masyarakat, khususnya pelayanan di bidang
administrasi kependudukan dan catatan sipil
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yang secara teknis o
oleh Dinas Kepend

. Mengingat ko
dibangun dari by

perasional diselenggarakan

uduke.m dan Catatan Sipil,

ESEPSIEUdaya pemerintahan

aya kek e

kesamaan konsep ¢ ety G

: P dengan  budaya politik
sebagaimana  dikemukak :
g an  oleh Hamdj

(2002:35) bahwa “budaya politik menjadi

penting dalam mempengaruhi atay dipe i

leh : : dip ngaruhi

0 suatu  pemerintahan, ketik

dipahami sebagai ¢ . I

i agal ‘cara .hldllp menyeluruh
g-orang, warisan sosial yang diperoleh

seseorang dari kelompoknya’ dan budaya
pOlltllf diartikan .sebe%g'fli “nilai keyakinan,
dan sikap yang dlyakln{ secara luas tentang
apa yang seharusnya dilakukan pemerintah,
bagaimana mereka seharusnya bertindak,
dan bferhubungan antara warga negara dan
pemerintah”.

Dengan demikian, budaya pemerin-tahan
dalam penelitian ini lebih pada pemaknaan
hasil interaksi dari hubungan Pemerintah
(P) dengan Masyarakat (M) yang selalu
terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan
melalui pelayanan pemerintahan khususnya
pelayanan di bidang kependudukan dan
catatan sipil. Pelayanan yang diselenggarakan
oleh pemerintah dalam hubungan dengan
masyarakat diharapkan dapat mengarah pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
dalam kenyataan memerlukan beberapa
tuntutan sebagai prasyarat utama dari hubungan
pemerintah dengan masyarakat. Sehubungan
itu, Mboy (1995:10-15) mengatakan bahwa
“hubungan pemerintah dengan rakyat dalam
tatanan welvaarsstaat, terdapat beberapa
tuntutan :

1. Tuntutan terhadap pemerintah, antara lain
perubahan sikap dari herschafi menjadi
Hilfe dari kekuasaan menjadi pelayanan,
jadi tidak memerintah melainkan melayani
tidak menunggu melainkan aktif bertindak,
lebih memerhatikan dan memecahkan
masalah-masalah vang konkret sertzf
memperhatikan  masalah-masalah  dari
perorangan dan kelompok yang ber-
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orientasi pada mengurangi ketimpangan
dan ketergantungan.

Tuntutan terhadap rakyat. Rakyat harus
aktif terhadap hak-haknya atas perbuatan-
perbuatan pemerintah. Oleh karena ada
aktif maka terjadi penyaringan dari
berbagai kepentingan terjadi sortering di
berbagai tingkat pengambilan keputusan,
terutama dibutuhkan dalam tugas-tugas
kesejahteraan/pelayanan pemerintah.
Selanjutnya, warga/rakyat tidak hanya
mengetahui hak-haknya, melainkan harus
mampu memainkan peran penting dalam
interaksi dengan pemerintah.

b

Selain itu hasil penelitian ini telah
memperkayateori budayapemerintahan dengan
menunjukkan bahwa pada setiap dimensi
budaya pemerintahan terdapat aspek yang
paling penting dibandingkan dengan aspek
lainnya pada setiap dimensi tersebut. Aspek
paling penting dalam nilai adalah nilai tentang
kerja dari para pegawai yang mengutamaan
pelayanan kepada masyarakat sebagai nilai
kerja yang melayani bukan dilayani. Aspek
paling penting dari persepsi berkaitan dengan
orientasi pegawai dalam bekerja yang selalu
mengutamakan perhatian kepada masyarakat
dengan cara bertindak untuk melakukan
pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing. Aspek paling
penting dari sikap berkaitan dengan perubahan
cara kerja pegawai pada saat berhubungan
dengan masyarakat terutama dalam hal
pelaksaaan pelayanan kepada masyarakat.
aspek paling penting dari tanggung jawab
berkaitan dengan adanya rasa memiliki dari
pegawai terhadap perhatian kepada masyarakat
dengan cara memberikan pelayanan yang
tulus. Aspek paling penting dari kepercayaan
berkaitan dengan adanya penerimaan yang
baik dari masyarakat terhadap berbagai
kegiatan pelayanan yang diselenggarakan
oleh pemerintah. Aspek paling penting
dari partisipasi berkaitan dengan adanya
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.Berdasarkan keseluruhan aspek krusia]

keikutsertaan masyarakat dalam berbags:
kegiatan yang diselenggarakan “rbagai
Pemerinta},
R ; X Yan
dinilai penting, maka dapat dlindenﬁkasi
dimensi-dimensi  baru untuk mengetahy;
dan menganalisis besarnya pengaruh buday,
pemerintahan terhadap Kinerja Pe€merintal
daerah. Dimensi-dimensi  baru tersebuyt
terdiri dari : budaya pelayanan oleh pegawai,
sikap pegawai dalam melayani masyarakat,
perubahan  orientasi  pegawai terhadap
masyarakat, tanggung jawab pegawai terhadap
masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah, dan keikutsertaan masyarakat
dalam berbagai kegiatan pemerintah.
Selanjutnya, pemaknaan kecen-derungan
pengaruh budaya pemerintahan juga dapat
disertai dengan pemahaman bahwa untuk
meningkatkan kinerja pemerintah daerah di
bidang pelayanan kependudukan dan catatan
sipil, segi-segi yang perlu diperhatikan selain
dari pengaruh budaya pemerintahan adalah
segi-segi dari kinerja pemerintah daerah itu
sendiri. Segi-segi tersebut terutama berupa
perilaku kerja dari pegawai pemerintah yang
senantiasa mengutamakan masyarakat dalam
setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Pengutamaan masyarakat dalam berbagai
kegiatan pemerintahan terutama dalam hal
pelayanan masyarakat, telah memunculkan
kepercayaan dan paretisipasi masyarakat
terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat
yang rendah atau sinisme tersebut pada
akhirnya akan menimbulkan permasalahan
dalam kaitan hubungan pemerintah dengan
masyarakat, seperti dinyatakan oleh Bermen
(1997:105) bahwa “Cynicism is defined as
low trust, specifically, a pervasive “disbelief
in the possibility of good” in dealing with
others. Cynicism increases social distance and
diminishes the public spirit. “Social capital”
refers to the number of trusting and mutually
supportive relationships that members of @
group draw on in realizing their economic.
social, and political aims.




rsebut sekaligus menegaskan
erintah daerah dalam hal
ankepadamasyarakattidak
berapa banyak pelayanan
Jah sesuai dengan target
besar hasil pelayanan
h itu telah menjadikan maS){arakat
.+ aman, adil, sehat, dan sejahtera
l yarakat dapat percaya kt::pada

an yang diberikan oleh pemerintah.
elaya"d lam suasana kepercayaan masyarakat
Hanya da emerintah, ~masyarakat dapat
terhad;iiipasi aktif dalam berbagai .kegiatan
i) tah. Sehubungan dengan itu ditemukan
pemclf)':hfvz; kinerja pemerintah daerah dalam

Pandangan te ]
pahwa I\'inel]alpc;n
J;lﬂkSﬂﬂaﬂan c-a.y |

i diukur dari s€
sajnl dilaksanakan te
ak:n tetapi seberapa

Ju%avzman masyarakat juga ditentukan oleh
Ez;ércayaan dan partisipasi masyarakat kepada
emerintah. 3

4 Dengan demikian, untuk  membentuk
pudaya ~ pemerintahan  yang  mampu

membentuk kinerja pemerintah dalam_ hal
pelayanan kepada masyarakat, pemerintah
ditu;tut untuk lebih melayani masya‘rakat dan
masyarakat diharapkan lebih meningkatkan
partisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Kondisi ini dalam kenyataan
memerlukan perhatian dari pemerintahan
dalam melakukan berbagai perencanaan
program pelayanan. disamping itu masyarakat
diharapkan dapat berperan secara aktif dalam
berbagai kegiatan pelayanan pemerintah agar
pemerintah mendapat dukungan dari bantuan
yang diberikan oleh masyarakatnya.

Pengaruh Organisasi Pemerintahan (X))
Terhadap Variabel Kinerja Pemerintah
Daerah (Y).

Gambar 3 memaparkan hasil pengujian
hipotesis  pengaruh  variabel organisasi
pemerintahterhadapvariabelkinerjapemerintah
daerah. Tampak bahwa nilai koefisien korelasi
sebesar r = 0,736 dan nilai koefisien pengaruh
langsung  sebesar p=0,495, pengaruh tidak
langsung sebesar p=0,3692, dan total pengaruh
sebesar p=0,8592 yang diperoleh dari nilai
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kgeﬁsien pengaruh langsung ditambah dengan

h ti(-jak langsung_ Setelal,
N signifikans; terhadap
s1 dan koefisjen pengaruh

ebesar 5,585 dan nilaj
tabel sebesar 1,975 tampak bahwa tercll:;l)a:

derajat sngmlﬁkan'si Qengaruh. Artinya terdapat
pengaruh yang signifikan variabe] organisasi
pemerintahan sebagai variabel bebas kedua
terhadap variabel kinerja pemerintah daerah
sebagai variabel terikat.

Makna pengaruh langsung  adalah
pengaruh variabel bebas kedua yakni organisas;
pemerintah terhadap variabel terikat yakni
Kinerja pemerintah daerah., Makna pengaruh
tidak langsung adalah pengaruh variabel bebas
kedua yakni organisasi pemerintah terhadap
variabel terikat kinerja pemerintah daerah,
dengan melalui variabel bebas pertama yakni
budaya pemerintahan. Dari nilai koefisien
pengaruh langsung dan pengaruh tidak
langsung variabel organisasi pemerintah
terhadap variabel kinerja pemerintah daerah
sebagaimana dipaparkan di atas, tampak
bahwa nilai koefisien pengaruh langsung
lebih besar daripada nilai koefisien pengaruh
tidak langsung yaitu (0,495>0,3642). Artinya,
pengaruh langsung variabel bebas kedua
yakni organisasi pemerintah terhadap variabel
terikat kKinerja pemerintah daerah tampak
lebih berpengaruh dan menentukan daripada
pengaruh tidak langsung yang melalui variabel
bebas pertama yakni budaya pemerintahan
yang dalam kenyataan mengalami penurunan
nilai koefisien pengaruh. Mencermati nilai
koefisien pengaruh langsung dan pengaruh
tidak langsung variabel bebas kedua yakni
organisasi pemerintah terhadap variabel terikat
kinerja pemerintah daerah, tampak bahwa
organisasi pemerintah secara mandiri dan
efektif dapat meningkatkan kinerja pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat khususnya pelayanan di bidang
kependudukan dan catatan sipil.

dengan nilai t uji s
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Dengan demikian, berdasarkan hasil
pengujian hipotesis dari kedua variabel tampak
bahwa rumusan hipotesis yang dirumuskan
pada bab dua secara empirik teruji, bahwa
organisasi pemerintah yang dibentuk dari
dimensi proses, struktur, fungsi, perilaku,
dan disain secara signifikansi mempengaruhi
pembentukan Kinerja pemerintah daerah dalam
hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
khususnya di bidang pelayanan kependudukan
dan catatan sipil. Hal ini bermakna bahwa
peningkatan atau penurunan kinerja pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di bidang kependudukan dan
catatan sipil ditentutan oleh model organisasi
pemerintah yang dibentuk wadah Kerja pegawai
pemerintahan.

Keeratan hubungan ini bermakna bahwa
untuk  meningkatkan kinerja pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pelayanan di bidang
kependudukan dapat dilakukan dengan cara
meningkatkan penataan organisasi pemerintah
khususnya organisasi pemerintah daerah.
Dimensi organisasi pemerintah yang perlu
mendapat perhatian untuk ditingkatkan adalah
mencakup segi-segi :

. proses organisasi pemerintah yang
membuka ruang proses pemerintahan yang
membuka akses bagi masyarakat untuk
mengetahui berbagai cara kerja pemerintah
dalam hal memberikan pelayanan kepada
masyarakat sebagai  pilihan  proses
organisasi yang perlu dilakukan.

2. struktur organisasi pemerintah yang
membuka ruang bagi  bekerjanya
organisasi secara fleksibel dengan
mengurangi cara kerja yang prosedural dan
hierarkis agar dapat tercapai percepatan
terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat;

3. fungsi organisasi pemerintah yang
diarahkan untuk melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat seiring dengan fungsi
utama dari pemerintah yang perludilakukan
dalam hubungan dengan masyarakat;
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4. perilaku organisasi pemerintal,
perilaku dari para pegawai dalam OTganisag;
pemerintah yang senantiasa berorientas;
pada perilaku melayani masyarakat dalam,
setiap kegiatan pemerintahan; dan

desain organisasi pemerintah yang dalam
kenyataan belum menampilkan sogo)
susunan organisasi yang efisien dan efektif
yang mewmenuhi standar pola organisas;
yang “ramping struktur kaya fungsi”,

Yakni

L

Dengan  demikian, tampak bahwa
sebagian besar dari perubahan yang terjad
pada kinerja pemerintah daerah merupakan
kontribusi dari organisasi pemerintah sebagai
wadah bekerjanya pegawai yang memberikan
pelayanan  kepada  masyarakat  telah
memperkuat dan sekaligus memperkaya teori
mengenai hubungan organisasi pemerintah
dan kinerja pemerintah daerah yaitu : Pertama,
pengaruh organisasi pemerintah merupakan
hasil dari kondisi dan interaksi dimensi-
dimensi organisasi pemerintah yang mencakup
: proses organisasi, struktur organisasi, fungsi
organisasi, perilaku organisasi, dan desain
organisasi. Hasil penelitian ini merupakan
penguatan atas pendapat Robbins (1994)
bahwa “organisasi pemerintahan merupakan
organisasi khas dan didesain khusus yang
merupakan kumpulan manusia sebagai pegawai
yang terbatas dan merupakan organisasi
kekuasaan yang mempunyai kemampuan
untuk mempengaruhi dan melaksanakan tugas
berdasarkan proses tertentu, struktur, fungsi,
perilaku, dan desain tertentu dalam batasan
anggaran dan geografis”.

Selain itu hasil penelitian ini telah
memperkaya teori organisasi pemerintahan
dengan menunjukkan bahwa pada setiap
dimensi organisasi
aspek yang paling penting dibandingkan
dengan aspek lainnya pada setiap dimensi
tersebut. Aspek paling penting dalam proses
adalah kemampuan organisasi pemerintahan
untuk mengubah input tertentu menjadi outpun

pemerintahan terdapat



 melaksa

. yang

oo bermakna bagi masyarakat,
ertentt ya [t:asil kerja dalam bentuk output
; a:ﬂdapat ben;]anl’aat bagi masyarakat.
ag enting dari struktur berkaitan
Jpatie e emerintahan yang disusun
a hierarkis dan prosedural

emproduksi barang dan jasa secara
pcmcrintah kepada masyarakat
kecepatan dalam hal pelayanan
kat. Aspek paling penting dari
bekerjanya keseluruhan unit
pemerintahan untuk

kepada masya™
fungsi berkaitan

kerja dalam organisasi pen .
nakan fungsinya masing-masing secara

terpadu untuk menuingkqtkan kesc.jahteraar!
masyarakat. Aspek  paling pcn_tmg dar!
erilaku berkaitan dengan cara kerja pegawai
warga  Organisasi pemerintahan
melaksanakan ~ tugasnya  masing-
masing. dalam upaya memberikan pelaya}naq
1ternal organisasi dan eksternal organisasi
pemerintahan dimana seseorang pegawal
bekerja terutama perilaku dalam pelayanan
kepada masyarakat. Aspek paling penting dari
desain berkaitan model organisasi pemerintahan
yang dirancang khusus untuk melakukan
berbagai kegiatan pemerintahan secara efektif
dan efisien dalam hubungan dengan pelayanan
kepada masyarakat. Berdasarkan keseluruhan
aspek krusial yang dinilai penting, maka
dapat diindenfikasi dimensi-dimensi baru
untuk mengetahui dan menganalisis besarnya
pengaruh organisasi pemerintahan terhadap
kinerja pemerintah daerah. Dimensi-dimensi

sebagal

' baru tersebut terdiri dari : proses organisasi

yang transparan kepada masyarakat, struktur

 organisasi yang menjamin responsivitas dalam

bekerja, fungsi organisasi yang tidak tumpang
tindih (overlapping), perilaku pegawai yang

~ adil dalam memberikan pelayanan, disain

organisasi pemerintahan yang ramping struktur
dan kaya fungsi”.

Selanjutnya, pemaknaan kecenderungan
pengaruh organisasi pemerintahan juga dapat
d:sex:tai dengan pemahaman bahwa untuk
meningkatkan kinerja pemerintah daerah di
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bidang pelayanan ke
sipil, segi-segi
dari pengaruh

pendudukan dan catats
05; Z‘;g. Pel‘llu diperhatikan se:;:::
anisasi srintahs
segi-g::gi dari Kinerja pclr)r?;nricnrt‘;l:alc;:r:, ?ial.a :
sendiri, Segi-segi tersebhut terutama Tt: 2
perilaku kerja dari pegawai pemerintak e
senantiasa mengutamsz ' yang
: gutamakan masyarakat dal
setiap penyelenggaraan kegiatan i
Pengutamaan masyarak pemenntahan:
; nasyarakat dalam berbagai
kegiatan pemerintahan terutama dalam hal
pelzflyanan masyarakat, telah memunculkan
perilalsu organisasi yakni perilakuy pegawai
pemerintah yang ditugaskan khusus dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
Perilaku pegawai yang belum dikelola secarz;
efektif, pada akhirnya akan menimbulkan
permasalahan  dalam  kaitan  pelayanan
pemerintah  kepada masyarakat, seperti
dinyatakan oleh Robbins (1994) dan Ndraha
(2003) bahwa “organisasi pemerintahan
sangat menentukan kinerja  pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat. Organisasi pemerintahan adalah
organisasi permanen, jadi bukan adhoc.”
Sifat permanen dari organisasi pemerintahan
bermakna bahwa organisasi pemerintahan
itu tetap eksis sepanjang pemerintahan ada.
Namun demikian sebagai organisasi yang
hidup dalam lingkungan, tetap dibuka peluang
untuk melakukan penataan agar organisasi
pemerintahan dapat mengikuti tuntutan dari
perkembangan lingkungan sosial.

Pandangan tersebut sekaligus menegaskan
bahwa kinerja pemerintah daerah dalam hal
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
tidak saja diukur dari seberapa banyak
pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai
dengan target yang telah ditetapkan, akan
tetapi ditentukan dari seberapa besar proses
organisasi yang mempercepat terbentuknya
perilaku pegawai dalam pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat dapat membuahkan ha§i|
yang efektif agar masyarakat dapat hid“P.leb‘h
sejahtera, sehat, adil, aman dan tertib sehingga
masyarakat dapat percaya dan berparlisipast

wn
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S |
kepada pelayanan yang diberikan 031:1
emerintah. Hanya dalam suasana yang
y erintah masyarakat

demikian, terhadap pem :
d:llpat berpartisipasi aktif dalam berbagal

kegiatan pemerintah.

Pengaruh Budaya Pemerintahan (X,) dan
Organisasi pPemerintah (X)) Terhadap

.~ Lio Pemerintah Daerah (Y) a
aneg;‘mbar 3 memaparkan hasil pengujian
hipotesis total pengaruh \Cariabel Buc'layff
Pemerintahan (X,) dan varlabe.l Orgal}lsa?'
Pemerintahan (X,) terhadap variabel Kinerja
Pemerintah Daerah (Y). Pengaruh kedua
variabel bebas secara bersama-sama merupakan
penjumlahan dari keseluruhan hasil pengaruh
dari pengaruh total variabel X, dan X, terhadap
vaeiabel Y melalui rumus determinasi yaitu :
R2 X X, = (0,298 x0,698) + (0,495 x 0,736) =
0,572. Dengan demikian koefisien determinasi
besaran pengaruh total kedua variabel bebas
yakni budaya pemerintahan dan organisasi
pemerintah secara bersama-sama terhadap
variabel terikat yaitu kinerja pemerintah daerah
adalah 0.572 atau 57,20%. Dengan demikian
dari hasil determinasi tersebut dapat diperoleh
gambaran nilai pengaruh variabel epselon
yakni variabel lain yang tidak dikaji dalam
peneleitian ini adalah sebesar r = 0,428 atau
42,80%.

Dalam hal bobot kekuatan pengaruh kedua
variabel bebas terhadap variabel terikat dapat
dijelaskan melalui perolehan nilai koefisien
pengaruh langsung dan tidak langsung variabel
bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh
langsung variabel bebas pertama budaya
pemerintahan terhadap variabel terikat kinerja
pemerintah daerah tampak bahwa variabel
buc!aya pemerintahan dalam mempengaruhi
variabel  kinerja  pemerintah  daerah
deﬂga{l menggandeng variabel organisasi
pemerintahan tampak terjadi penurunan derajat
pengaruh  sebesar  (0,298-0,119=0,1790).
Sedangkan pengaruh variabel bebas kedua
organisasi  pemerintahan terhadap variabel
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terikat kinerja pemerintah daerap
menggandeng variabel budaya Pemer:, B
terjadi penurunan derajat pe“gamherm b
(0,495-0,3692=0,1258), Dengan
pengaruh  kedua variabel pepyq
variabel terikat tampak bahyg
bebas kedua yakni organisag; e Yariabe|
memiliki bobot pengaruh yang |2b?}1|erm
mempengaruhi variabel terikat yakni k,besar
pemerintah daerah, bila dibandingkan dlnerja
pengaruh variabel bebas pertama yakpi bengan
pemerintahan. Dari hasil pengujian i talldaya
bahwa kinerja pemerintah daerah dala K
pelayanan kepada masyarakat khususnm ha!
bidang kependudukan dan catatan Sipil S);a di
ditentukan oleh model organisasi pemerinr1lgat
yang dibentuk dan dijalankan dengan mey, atah
prinsip keterbukaan dari cara kerja para be gga ";Ut
pemerintahan sebagai abdi negara, Disampinal
itu kinerja pemerintah daerah dalam hag|
pelayanan kepada masyarakat juga ditentukan
oleh budaya pemerintahan yakni lebih pada
pemaknaan nilai dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang mengutamakan masyaraka
yang ditunjukkan dalam bentuk pelayanan
kepada masyarakat dengan cara menerapkan
semangat budaya melayani masyarakat oleh
para pegawai pemerintahan sebagai penjabaran
dari makna pegawai pemerintah sebagai abdi
masyarakat.

Keeratan hubungan Kketiga variabel
penelitian dalam penelitian ini bermakna bahwa
kinerja pemerintahan daerah sangat ditentukan
oleh budaya pemerintahan yaitu interaksi
antara pemerintah dengan masyarakatnya,
dan model organisasi pemerintah yang
memungkinkan para pegawai bekerja secara
efektif, efisien dan produktif terutama
dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian
ini memperkuat konsep pengukuran kinerja
pemerintah dan pemerintah daerah oleh Hatry
dan Lenvine (1990) yang dikembangkan oleh
Dwiyanto (1995) bahwa “ukuran utama untuk
menilai kinerja organisasi pemerintahan yang




duktivitas, effisiensi, efektivitas,
dan kualitas pelayanan™.
konsep pengukuran kinerja
pemerintahan berdasarkan pgda

s elitian ini, tampak pada derajat
hasil P kinerja pemerintah daerah yang
eng%ll.(u}'a gobot tinggi, manakala mendapat
memlhkln dan pzllga)faan dari  konsep
engu’ata emerintahan yakni penckanan pada
ek alf; budaya yang melayani, dan konsep
ener{lpaSi pemerintahan  yang penekanan
orgamssifat organisasi pemerintahan yang
t:ri?lka bagi pelaksanaan kepada masyaraka.t.
Dengan demikian, konsep pengukuran Kinerja
emerintah daerah dalam pelayanan kepada
masyarakat perlu memasukan .konsep budaya
pemerintahan yang melayani dan konsep
organisasi pemerintahan yang terbuka bagi
pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan temuan penguatan
konsep pengukuran kinerja pemerintah daerah
dalam penelitian, secara akademik dapat
disimpulkan bahwa melalui hasil penelitian
ini telah ditemukan konsep baru (new concept)
tentang  pengukuran  Kinerja pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat. Konsep bari dimaksud adalah

nsibilitas
nguatan

konsep pengukuran kinerja pemerintah
daerah dalam  pelaksanaan  pelayanan
masyarakat  perlu memasukan  ukuran

budaya melayani dan ukuran sifat organisasi
pemerintahan yang terbuka. Makna ukuran
budaya melayani adalah sikap dan perilaku
pegawai pemerintah pada saat melayani
masyarakat atas kesadasaran yang mendalam
bahwasannya pegawai pemerintahan adalah
abdi masyarakat dan tidak hanya selaku abdi
kepada negara. Budaya melayani diarahkan
untuk lebih mengutamakan masyarakat
dalam hal pelayanan masyarakat, kendatipun

~ secara internal pegawai pemerintah masih

mengglami berbagai kendala organisasi yang
berarti. Organisasi pemerintahan yang terbuka
dlar.ahkan untuk membuka kemudahan akses
bagi masyarakat untuk mengetahui proses
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d o .

¢ yarakat selaky pelanggan
yang mudah, akurat dan cepat seiring dengan
kecepgtan perubahan kondisi dap Sit:asi
pemerintahan. Hanya dengan penambahan
kedua konsep pengukuran Kinerj
ditemukan dalam penelitian ini E

: an ini yaitu konsep

buday.a pe.mermta-han yangmelayanidan konsep
organisasi pemerintahan yang terbuka, harapan
untuk meningkatkan Kinerja pemerintahan
daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat dalam lebih optimal. Dengan
demikian, selain konsep pengukuran Kinerja
yang dikemukakan oleh Dwiyanto dan
Keban di atas, konsep baru pengukuran
Kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat yang ditemukan
dalam penelitian ini adalah mencakup dua
konsep yaitu budaya pemerintahan yang
melayani dan  sifat organisasi pemerintah
yang terbuka. Temuan dalam penelitian ini
didasarkan pada kenyataan bahwa hambatan
rendahnya capaian kinerja pemerintah dalam
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
lebih disebabkan oleh budaya pemerintahan
yang melayani belum sepenuhnya dilakukan
oleh pegawai pemberi layanan, dan sifat
organisasi pemerintahan yang masih menutup
akses bagi masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan prima dari pemerintah.

KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan uraian pada

hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

I. Budaya pemerintahan yang didasarkan
pada dimensi nilai pengabdian, persepsi
yang positif, sikap melayani, kepercayaan
dalam bekerja, tanggung jawab terhadap
pekerjaan,danpertisipasiyangmembangun,
secara signifikan mempengaruhi Kinerja
pemerintah daerah dalam pelayanan
kepada masyarakat yang produktif, efisien,
efektif, responsif dan berkualitas guna
mewujudkan kehidupan masyarakat yang
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sejahtera dan tenteram.
Organisasi pemerintah yang didasarkan
pada dimensi proses kerja secara terbuka,
struktur organisasi yang bekerja cepat,
fungsi yang dijalankan secara profesional.
perilaku kerja yang etis, dan desain
organisasi yang efektif, secara signifikan
mempengaruhi kinerja pemerintah daerah
dalam pelayanan kepada masyarakat yang
produktif, efisien, efektif, responsif dan
berkualitas guna mewujudkan kehidupan
masyarakat yang sejahtera dan tenteram.
Selain itu, hasil penelitian ini menun-
jukkan temuan yang memperkuat konsep
budaya pemerintahan yang dikemukakan
oleh Ndraha (2003) dan Konsep organisasi
pemerintahan yang dikemukakan oleh Robbins
(1994) dalam kaitan dengan konsep kinerja
pemerintah daerah yang dikemukakan oleh
Dwiyanto (1995). Agar kinerja pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat dapat lebih berkinerja tinggi, perlu
mengutamakan pengembangan konsep budaya
pemerintahan yakni dimensi tanggung jawab
pemerintah terhadap masyarakat khususnya
dalam hal penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat, dan konsep organisasi pemerintah
yakni dimensi proses kerja dalam organisasi
pemerintah itu sendiri yang memiliki
kemampuan profesional dan kecepatan dalam
merespon berbagai kebutuhan masyarakat serta
berbagai permasalahan pemerintahan dengan
melalui strategi pelayanan kepada masyarakat
tepat. Budaya tanggung jawab dan organisasi
pemerintah yang bekerja secara profesional
dalam penyelenggaraan menjadi unsur
penentu pencapaian kinerja pemerintah dalam
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Konsep baru yang ditemukan dalam
penelitian ini adalah konsep pengukuran
kinerja pemerintah daerah dengan memasukan
konsep  budaya  pemerintahan  yang
melayani masyarakat dan konsep organisasi
pemerintahan yang terbuka bagi masyarakat
untuk mendapatkan akses dan informasi dari

!d
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pemerintah. Budaya pemerintahapn
penyelenggaraan pemerintahan yang se|

ini masih berorientasi pada kekuasaap di “ha
pemerintah masih berperan sebagaj pen
yang perlu dilayani, sudah saatnya ditiﬂggalkan
dan memasuki babak baru yakni Pemeringa,
yang berperan sebagai pelayan Masyaral s
Dalam hal organisasi pemerintahan van
selama ini masih dikelola secara tertutup dengan
mengutamakan prosedural kerja yang hierarkis
dan dalam Kaitan dengan pelayanan masyarakay
sudah saatnya dilakukan secara terbuka oleh
pemerintah termasuk pemerintah daerah guna
mewujudkan sosok pemerintah yang berbudaya
kinerja tinggi dalam pelaksanaan pelayanap
kepada masyarakat. Dengan demikian, konsep
baru yang ditemukan dalam penelitian inj
memberikan sumbangan bagi pengembangan
ilmu  pemerintahan  khususnya  konsep
pengukuran kinerja pemerintah yang hingga
Kini masih belum memiliki konsep pengukuran
kinerja yang terukur sesuai dengan kekhasan
organisasi pemerintah.
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